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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul „„Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan 

Pidana Pelaku    Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) (Studi Kasus Perkara No. 618/Pid. Sus/2020/PN.Plg dan 

1535/Pid.Sus/2020/PN.Plg)‟‟, Rumusan masalah yang dibahas dalam 

skripsi ini adalah mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan pada pelaku pidana Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga Dalam Putusan No: 618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan 

Nomor: 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg dan Bagaimana Pertanggungjawaban 

Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam  Rumah 

Tangga Dalam Putusan No:618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan No: 

1535/Pid.Sus/2020/PN Plg, Metode Penelitian yang digunakan bersifat 

deskriptif dan jika dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian 

hukum normatif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan adalah melalui observasi (pengamatan), dan melalui studi 

kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen seperti berkas perkara, dan sebagainya. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan dapat di simpulkan bahwa Pelaksanaan 

Penjatuhan pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) berpegang hukum yang mengatur tentang Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) yaitu Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT). Kemudian 

dalam menjatuhkan putusan hakim menggunakan teori tujuan 

pemidanaan gabungan yakni teori gabungan dari teori tujuan pemidanaan 

relative. 

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak  Pidana, KDRT  

Pembimbing Utama,   Pembimbing Pembantu,  
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BAB 1 

PENDAHULAN 

A. Latar Belakang  

Hak pada manusia yang paling mendasar dan melekat merupakan hak atas 

rasa aman dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan pada dirinya. Hak 

tersebut adalah hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi undang-undang.  

Hukum mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat di Indonesia, memiliki 

landasan yaitu pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwasannya Indonesia adalah negara 

yang berdasarkan hukum, bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan. Namun 

hukum tidak bisa terlaksana tanpa ada lembaga yang berwenang untuk 

menegakkan hukum.
1
   

Aparatur penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut. Rumah tangga 

tidak luput dari peristiwa kejahatan seperti pelanggaran hukum yang kerap terjadi 

baik dalam area publik maupun area yang sangat pribadi salah satunya rumah 

tangga. Jika dipandang dari kedudukan hukum pidana itu sendiri maka hukum 

pidana sebagai penentu perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh 

dilakukan oleh masyarakat serta mengadakan sanksi pidana bagi setiap orang 

                                                 
1
 Diva Justicia Ferdiansyah,”Optimalisasi Penerapan Restorative Justice Oleh Peniyidik 

Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres 

Sukoharjo”,Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Vol.1 No.5, May 2017 diakses 

dari http://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/view/107/65 pada tanggal 01 Agustus 

2021, pada pukul 11.17 WIB.     

http://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/view/107/65
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yang yang melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan atau 

dilarang yang mana hal ini bertujuan untuk menjaga hak-hak masyarakat.
2
  

Perkawinan mempunyai  tujuan untuk membangun  keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

sebagaimana Amanah Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Kekerasaan Dalam Rumah Tangga atau 

KDRT termasuk Penyebab terjadinya KDRT bermula pada kurangnya kesadaran 

mengenai pemahaman berkaitan dengan hak dan kewajiban suami dan  isteri, 

yang menimbulkan ketidak-setaraan dalam keluarga mengakibatkan munculnya 

keegoisan Pelaku KDRT.  Sebabnya tidak dapat digeneralisir melalui jenjang 

pendidikan yang tinggi maupun  rendah. Usia dini laki-laki dan perempuan yang 

menikah juga dapat menjadi penyebab atau seringnya kekerasan dalam rumah 

tangga, selanjutnya status ekonomi maupun sosial juga dapat berpengaruh untuk 

memicu KDRT. Dari pejabat sampai rakyat semua berpotensi untuk dapat 

melakukan KDRT, kemudian agama, suku dan ras juga dapat dijadikan sebagai 

pemicu KDRT .
3
  

Kekerasan  fisik yang terjadi dalam rumah tangga, sebahagian besar berujung 

pada penganiayaan terhadap isteri (domestic violence), meskipun pasal yang 

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pemberatan 

hukuman bagi pelaku penganiayaan yaitu pada Pasal 351, 352, 353, 354, 355 

                                                 
2
 Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 

Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan), 

https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf , diakses pada tanggal 

17 September, pukul 11.00 WIB, hlm.6  
3
 Badriyah Khaleed, Penyelesaian Hukum KDRT, Pustaka Yustisia, Cetakan I,  Jakarta, 

2015,  hlm.1.  

https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf
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KUHP, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam 

bab atau pasal yang tersendiri atau spesifik. Selain itu, Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak 

mempertimbangkan kekerasaan psikis ataupun seksual.
4
  

Pemerintah Republik Indonesia menuangkan dalam berbagai regulasi yang ada 

mengenai perlindungan tersebut. Salah satunya yaitu dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, dijelaskan bahwa Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk 

memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, 

advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya 

baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5
  

Dampak atau akibat yang lahir dari terjadinya tindak pidana dalam rumah 

tangga adalah selain hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga juga 

menciptakan traumatik yang mendalam terhadap korban dari tindak pidana 

tersebut. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan 

mampu menjadi solusi dan mampu mengurangi terjadinya tindak pidana 

kekerasan didalam ruang lingkup rumah tangga. Dalam melaksanakan hukum 

                                                 
4
 Moerdati Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Persfektif Yuridis 

Viktimologi, Sinar Grafika, Cetakan II, Jakarta, 2011, hlm. 6 
5
 Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah, Lembaran Negara Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4419. 
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pidana diperlukan kedudukan aparat penegak hukum sebagai penegak supremasi 

hukum pidana sebab hukum pidana tidak dapat tegak dengan sendirinya.
6
   

Pemberian sanksi pidana pokok dan pidana tambahan terhadap pelaku 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus dilakukan, agar mampu 

memberikan efek jera bagi pelaku. Bahwa kenyataannya kasus kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) banyak terjadi. Adapun sistem hukum di Indonesia belum 

menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup 

rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan belum menjadi 

tempat yang aman bagi korban kekerasan, banyak korban kekerasan dalam rumah 

tangga mencari jalan keluar dari kekerasan yang dialaminya melalui perceraian. 

Undang-undang PKDRT selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan 

serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur 

secara sepesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur 

tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam 

KUHP.
7
  

 Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga membawa angin segar dan nuansa positif 

khususnya bagi kaum perempuan yang selama ini menuntut kesetaraan gender 

dalam segala bidang tak terkecuali dalam bidang rumah tangga, sehingga Undang-

                                                 
             

6
 Cahya Dicky  Pratama, Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia, 

https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/195937469/peran-lembaga-penegak-hukumdi 

Indonesia, diakses pada tanggal 17 September, pukul 11.00 WIB 
7
 Guse Praudi,  Berbagai  Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, 

Merkid Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 5  

  

https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/195937469/peran-lembaga-penegak-hukumdi
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undang ini merupakan payung hukum bagi para korban kekerasan dalam rumah 

tangga. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang 

dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah 

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.
8
  

Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan memperhatikan hal-hal yang 

berkaitan dengan perkara tindak pidana yang diperiksa dan diadilinya sebagai 

pertimbangan–pertimbangannya dalam mejatuhkan pidana agar pemidanaan yang 

konsisten dapat diraih. Kegagalan dalam merealisasikan kosistensi pemidanaan 

akan mengakibatkan rasa ketidakadilan (injustice) karena pelaku tindak pidana 

tidak boleh mendapat pidana yang lebih berat ataupun lebih ringan daripada 

perbuatannya agar keadilan dapat tercapai.
9
  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang memberikan pemahaman yang 

lebih lanjut terhadap pengertian dan aspek kekerasan dalam rumah tangga 

semakin menunjukkan dan meningkatkan derajat kaum wanita dihadapan kaum 

pria khususnya antara suami istri dalam lingkup rumah tangga sebagai 

                                                 
8
 Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah, Lembaran Negara Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4419. 
9
. Haryanto Dwiatmodio, Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Pencurian Kakao, 

Jurnal Yudisial. Vol.5 No.1, April 2012 

https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/178 diakses pada tanggal 17 

September,pukul 10.15 WIB, hlm. 101 
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perwujudan dari pada hukum dan hak asasi manusia dan apabila perbuatan 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan 

fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam melanggar 

Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 yang 

berbunyi ”Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 

rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”
10

 

Merespon dari permasalahan yang telah diuraikan diatas penelitian ini 

mengambil salah satu kasus yang akan dikaji yakni Putusan Pengadilan Negeri 

Palembang Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg, dan Nomor 

618/Pid.Sus/2020/PN.Plg. Dalam beberapa kurun waktu lalu pada bulan Juni, 

Desember tahun 2020 Pengadilan Negeri Palembang dalam mengadili dan 

memutus perkara 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg telah menjatuhkan pidana kepada 

seorang laki-laki berusia 36 (Tiga Puluh Enam) tahun yang bernama Merliansyah 

Bin Darsuan sebagaimana didakwa bahwa Merliansyah telah melakukan 

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri yakni Gita Shitta 

Pramishia Dalam putusan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa Merliansyah 

Bin Darsuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 

                                                 
10

 Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah, Lembaran Negara Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4419. 
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memilih langsung dakwaan alternative ke-1 (satu), sehingga hakim  menjatuhkan 

sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama masa penahanan 

dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
11

  

Pengadilan Negeri Palembang dalam mengadili dan memutus perkara 

618/Pid.Sus/2020/PN.Plg telah menjatuhkan pidana kepada Casnedi Bin Tarsiman 

seorang laki-laki berusia 31 (Tiga Puluh Satu) tahun sebagaimana didakwa bahwa 

Merliansyah telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga 

terhadap istri yakni Meri Agustina dan perlakuan tersebut melanggar  Pasal 44 

ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Dalam putusan 

tersebut majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 

dan enam bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah di 

jalani, dengan perintah tetap di tahan.
12

 Sanksi  Pidana dalam Undang-undang 

PKDRT terdapat Pidana  Pokok yakni Pidana Penjara atau Denda serta terdapat 

Pidana Tambahan. Berdasarkan uraian di atas penyusun  mengangkat judul 

“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA 

PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 

(KDRT) (STUDI KASUS PERKARA NO. 618/ PID.SUS /2020/PN.PLG DAN 

1535/ PID.SUS/2020/ PN.PLG)”.  

 

 

 

 

                                                 
11

 Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg. hlm.33 
12

 Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN.Plg. hlm. 11  
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B. Rumusan Masalah  

Latar belakang permasalahan yang telah penulis jabarkan sebelumnya, 

ada beberapa hal yang menjadikan penulis tertarik untuk mengupasnya dalam 

pembahasan penelitian ini. Jika dirumuskan dalam sebuah pertanyaan, maka ada 

beberapa hal yang dijadikan sebagai rumusan masalah, diantaranya :  

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan   pelaku pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan 

No:618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Nomor: 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg?  

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana             

Kekerasan Dalam  Rumah Tangga Dalam Putusan No:618 

/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Nomor: 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan dari 

penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan majelis hakim 

Pengadilan Negeri Palembang Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam penjatuhan pidana Perkara 

tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan No:618 

/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Nomor: 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg. 
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2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pertanggungjawaban pidana pada 

pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada putusan 

Perkara Putusan No:618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Nomor: 

1535/Pid.Sus/2020/PN Plg. 

D. Manfaat Penelitian  

Setiap penelitian pasti ada manfaatnya, manfaat yang diharapkan oleh 

penulis terhadap penelitian skripsi ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis, yaitu:  

1. Manfaat Teoritis  

a) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan 

berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya 

mengenai kasus KDRT dalam penyelesaian perkara serta 

menambah dan informasi penjatuhan pidana pada pelaku KDRT.  

b) Hasil penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat dijadikan 

sebagai bahan kajian untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan 

penelitian lebih lanjut pada kasus KDRT.  

c) Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan literatur bagi 

para pembaca untuk dijadikannya sebagai sumber referensi pada 

bidang yang sama atau bidang yang berkaitan dengan penelitian ini.  

2. Manfaat Praktis  

a) Sebagai sumbangan pemikirian dan rujukan bagi praktisi hukum 

seperti para hakim, jaksa, advokat, pengamat hukum, 
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lembaga/institusi    lainnya dan masyarakat dalam menyelesaikan 

sengketa dalam kasus KDRT.  

b) Diharapkan agar berguna bagi para penegak hukum berupa 

gambaran dalam perlindungan hukum dalam kasus KDRT  

E. Ruang Lingkup   

Ruang lingkup kajian dalam bahan penelitian ini adalah berkaitan dengan 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta pertanggungjawaban pidana terhadap 

tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan No:618 

/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Nomor: 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg. 

  

F. Kerangka Teori  

Kerangka teori merupakan suatu kerangka pemikiran, menurut Soerjono 

Soekanto dalam buku pengantar penelitian hukum mengatakan bahwa 

“Kontinuitas perkembangan juga sangat ditentukan oleh teori”
13

 Dalam 

menganalisis permasalahan tentang Pertanggungjawaban Pidana Kekerasaan 

Dalam Rumah Tangga, penulis menggunakan konsep kerangka teori, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Teori Pertimbangan Hakim   

Menurut pendapat dari Mackenzei, ada beberapa teori atau 

pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam 

                                                 
13

 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta,  2010, hlm. 6. 
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mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, yaitu sebagai 

berikut :
14

  

1) Teori Keseimbangan   

Keseimbangan disini ialah keseimbangan antara syarat-syarat yang 

ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan dari pihak-pihak 

yang bersangkutan atau berkaitan  dengan perkara, yaitu seperti 

adanya keseimbangan yang bersangkutan dengan masyarakat, 

kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan 

antara pihak penggugat dan  pihak  tergugat.
15

  

2) Teori pendekatan seni dan intuisi   

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu kewenangan yang 

dimiliki oleh hakim. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam 

penjatuhan suatu putusan,dan lebih ditentukan oleh insting atau 

intuisi berdasarkan pengetahuan hakim.
16

   

3)  Teori Pendekatan Keilmuan  

     Dasar dari teori ini menyatakan bahwa didalam proses penjatuhan  

pidana harus dilakukan dengan cara yang sistematik dan penuh 

kehati-hatian khususnya yang berkaitan dengan putusan-putusan 

terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. 

Pendekatan keilmuan ini merupakan sebuah peringatan bahwa dalam 

                                                 
14

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2011 hlm.105 
15

 Ibid.  
16

 Ibid. 
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memutus suatu perkara,  hakim tidak boleh semata-mata hanya 

berdasarkan instuisi, tetapi hakim  juga harus melengkapinya dengan 

ilmu pengetahuan hukum dan juga  wawasan keilmuan dalam 

menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
17

  

4) Teori Pendekatan Pengalaman   

Pengalaman yang dimiliki oleh hakim ialah hal yang dapat        

membantunya dalam menghadapi suatu perkara yang dihadapinya. 

Dengan pengalaman tersebut, seorang hakim dapat mengetahui 

bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkannya dalam suatu 

perkara yang berkaitan dengan pelaku, korban serta masyarakat.
18

  

5) Teori Ratio Decidendi   

Teori ini pada landasan filsafat, yang mempertimbangkan   dari segala 

aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang menjadi 

sengketa, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan pokok perkara yang sedang menjadi sengketa sebagai 

dasar hukum dalam pembuatan atau penjatuhan putusan, serta yang 

dapat dijadikan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi 

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadila 

n bagi para pihak yang sedang berperkara.
19

  

 

 

                                                 
17

 Ibid.  
18

 Ibid. 
                      19 

Ibid. 



99 

 

 

 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana   

Pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban 

pidana hanya dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan 

perbuatan pidana. Pemidanaan juga dapat diartikan sebagai proses 

merealisasikan sanski pidana sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan terhadap perbuatan atau tindak pidana.
19

  

Pembagian jenis-jenis pidana dirumuskan dalam ketentuan pasal 

10 KUHP dimana jenis-jenis pidana diklasifikasikan dalam pidana 

pokok dan pidana tambahan, selain daripada itu dalam ketentuan pasal 

10 KUHP pembagian jenis jenis pidana juga diurutkan dari pidana 

paling berat hingga pidana paling ringan.
20

  

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan 

sebagai diteruskannya suatu celaan objektif yang ada pada perbuatan 

pidana dan secara subjektif hal tersebut memenuhi syarat untuk dapat 

dipidana. pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi tiga unsur 

dimana unsur-untur tersebut merupakan suatu satu kesatuan yang 

                                                 
19

 Ruben Achmad, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem 

Hukum Pidana, Jurnal Legalitas Vol.V No.2, 2017, 

http://ojs.ukb.ac.id/index.php/FJ/article/view/216    diakses pada tanggal 17 September, pukul 

09.45 WIB hlm. 100 
20

 Fernando I. Kansil, Sanski Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di 

Luar KUHP, Jurnal Lex Crimen Vol.III No.3., Juli 2014, 

https://media.neliti.com/media/publications/3186-ID-sanksi-pidana-dalam-sistem-pemidanaan 

menurut-kuhp-dan-di-luar-kuhp.pdf  diakses pada tanggal 17 September,pukul 10.15 WIB hlm. 33.  

http://ojs.ukb.ac.id/index.php/FJ/article/view/216
https://media.neliti.com/media/publications/3186-ID-sanksi-pidana-dalam-sistem-pemidanaan
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tidak dapat pisahkan dan saling bergantung antara satu dengan yang 

lainnya. Unsur-unsur tersebut yaitu : 
25

 

Hukum positif Indonesia, Bunyi dalam Pasal 44 KUHP menyatakan 

bahwa: 
21

  

“Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidaklah dapat 

dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang 

cacat atau adanya gangguan karena penyakit daripada jiwanya 

maka orang itu tidak dipidana”.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, seseorang yang telah melakukan 

suatu perbuatan pidana, tetapi seseorang tersebut tidak dapat 

dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal tersebut 

tidak dapat dipidana. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab tidak 

sepantasnya dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh hukum 

ataupun pikiran orang yang sehat.   

3. Teori Tujuan Pemidanaan  

 Teori tujuan Theological Theory dan teori gabungan sebagai pandangan 

integratif di dalam tujuan pemidanaan berpandangan bahwa pemidanaan 

mempunyai tujuan yang plural, dimana kedua teori ini menggabungkan 

pandangan dari Utilitarian dan juga pandangan dari Retributivist. Pandangan dari 

Utilitarians bahwa tujuan pemidanaan harus bisa menimbulkan konsekuensi 

bermanfaat yang dapat dibuktikan dan Pandangan Retributivist bahwa keadilan 

                                                 
21

 Andi Hamzah, KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ), Rineka  Cipta, 

Jakarta, 2006, hlm.121  
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dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan  

menggunakan Prinsip-prinsip dari keadilan.
22

  

Teori-teori pemidanaan yang lazim dikenal dalam system hukum Eropa 

Kontinental , yaitu teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, seperti:
23

  

1) Teori Absolut ( Teori Pembalasan )  

Merupakan teori untuk memuaskan pihak yang memiliki dendam baik 

masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau biasa disebut 

dengan pihak yang menjadi korban. Andi Hamzah mengatakan teori 

absolut bersifat primitif, namun terkadang masih terasa pengaruhnya 

pada zaman  modern. 
24

 Teori Absolut ialah bahwa dasar dari adanya 

pemidanaan itu adalah karena terjadi kejahatan, sehingga kejahatan itu 

sendirilah yang mengadung unsur-unsur untuk bisa dijatuhkanya pidana. 

Adapun tujuan pemidanaan adalah untuk membalas siapa saja yang 

melakukan suatu kejahatan dan untuk solidarias masyarakat.
25

 Johannes 

Andenaes mengatakan bahwa Tujuan dari pidana menurut teori absolut 

ialah Untuk memuaskan Keadilan bagi pihak yang memiliki dendam aau 

biasa disebut pihak korban (to satisfy the claims of justice), sedangkan 

pengaruh yang menguntungkan disebut dengan pengaruh Sekunder.
26

  

2) Teori Relatif ( Teori Tujuan )      

                                                 
22

 Muladi dan Barda , Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005, hlm.         

17 
23

 Andi Hamzah, Asas-asas hukum pidana, cetakan kedua, Rineka cipta, Jakarta ,2012, 

hlm.293  

24
 Ibid. 

25
 Nashriana, Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta 

,2012, hlm. 9 
26

 Mahrus Ali, Dasar-dasar hukum pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.187  
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Secara prinsip, teori relatif (teori tujuan) mengajarkan bahwa suatu 

penjatuhan dan pelaksanaan dari teori ini setidaknya harus berorientasi 

pada upaya mencegah terpidana. Johan Andenaes mengatakan terdapat 

tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya didalam masyarakat luas pada 

umumnya (General Prevention) yaitu:
27

 

a. Adanya Pengaruh Pencegahan.  

b. Adanya Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.  

c. Adanya Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan yang 

membuat   

d. kepatuhan pada hukum.   

3) Teori Gabungan   

Teori Gabungan ini merupakan kombinasi atau gabungan dari teori absolut 

(teori pembalasan) dan teori relatif (teori tujuan), teori ini lebih memfokuskan 

pada pembalasan, pertahanan tata tertib, serta memandang sama pembalasan 

dan pertahanan tata tertib masyarakat. 
28

   

Semua orientasi pemidanaan dimaksudkan untuk menciptakan dan 

mempertahankan tata tertib hukum yang ada didalam kehidupan 

masyarakat.
29

  

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara yang harus 

dilakukan untuk bisa mencangku  tujuan dengan menggunakan alat-alat 

                                                 
27

 Muladi dan Barda, Op.Cit, hlm.24 
28

 Ibid, hlm.27 
29

 Ibid 
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tertentu. Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha 

untuk menemukan, menggembangkan dan menguji pengetahuan, atau suatu 

usaha dimana dilakukan dengan menggunakan  metode tertentu. 
30

 Jadi dapat 

disimpulkan Metode penelitian disini merupakan suatu sarana utama dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga penelitian 

memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 

metodologis, konsisten, dan melalui proses penelitian tersebut akan diadakan 

analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan kemudian 

diolah.
31

  

 Untuk mendapat data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, maka 

cara yang dilakukan adalah sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian   

Berdasarkan fokus penelitian maka jenis penelitian ini merupakan 

penelitian normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang 

sudah ada, atau sering disebut “penelitian  kepustakaan” yang 

berhubungan dengan Analisis penjatuhan pidana pada tindak  pidana  

Kekerasaan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT).
32

  

                                                 
30

 Bambang Sunggono. Metodelogi Penelitian Hukum. Rajawali Pers, Jakarta, 2003. 

hlm.42 

             
31

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.17.  

              
32

 Soerjono Soekanto, Pengantar Peneltian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 

2007, hlm.51  
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2. Pendekatan Penelitian   

Penelitian hukum ini pendekatan yang akan digunakan terdiri dari: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) adalah, 

pendekatan  yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan 

perundang-undangan dan mengkaji hal yang berkaitan dengan 

isu hukum yang sedang diteliti.
33

 

b. Pendekatan Studi Kasus (Case Study Approach) adalah, 

pendekatan  mengenai berbagai macam sumber data yang bisa 

digunakan dalam  penelitian, menguraikan dan menjelaskan 

secara komprehensif berbagai aspek Individu, kelompok suatu 

program, maupun organisasi atau peristiwa secara sistematis.
34

 

3. Sumber Bahan Hukum   

Data-data yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari data 

sekunder yang berupa:   

Bahan  hukum  primer   

Bahan hukum primer merupakam bahan-bahan hukum yang 

bersifat mengikat yang berhubungan dengan masalah yang 

                                                 
33

 Ibid, hlm. 95  
34

 Rahmat Kriyantono, Teknik Praktis riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset 

Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, Kencana 

(Pranada media Group), Jakarta, 2006, hlm.45.  
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akan di teliti, 
35

 bahan-bahan hukum yang digunakan didalam 

penelitian ini yaitu :   

1. Undang-Undang Dasar 1945.  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 

Hukum Pidana.   

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana.   

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang 

Kekerasan  

     Dalam  Rumah Tangga (KDRT)  

5. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28G Ayat 

(1) dan  Pasal 28H Ayat (2)   

6. Putusan Nomor : 1535/Pid.Sus/2020/PN. Plg  

7. Putusan Nomor : 618/Pid.Sus/2020/PN. Plg  

b. Bahan Hukum Sekunder   

Bahan hukum sekunder merupakan Bahan-bahan hukum yang 

memberi penjelasan mengenai bahan Hukum Primer, seperti 

buku-buku, internet, jurnal-jurnal hukum hingga doktrin-

doktrin dari para ahli yang berkaitan dengan Analisis 

penjatuhan pidana pada Pelaku Kekerasaan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT).  

c. Bahan Hukum Tersier   

                                                 
35

 Amiruddin. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum,PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta ,2004, hlm. 31  
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Bahan hukum tersier merupakan Bahan-bahan hukum yang 

memberi pentunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum 

primer dan sekunder, seperti contohnya: kamus-kamus hukum, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain 

sebagainya, agar dapat diperoleh informasi yang terbaru dan 

berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan dari 

penelitian.
36

   

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum   

Pengumpulan data dengan sumber dari bahan hukum, melalui 

pengumpulan data ini akan diperoleh bahan yang diperlukan untuk 

selanjutnya melakukan analisa sesuai yang diharapkan. Berkaitan 

dengan jenis penelitian normatif yang penulis sudah ajukan maka 

metode pengumpulan bahan hukum bersandar pada data sekunder yaitu 

dengan cara studi pustaka, studi dokumenter, dengan studi 

kepustakaan/studi dokumen (documentary study), Studi dokumenter 

atau pustaka ialah studi yang mempelajari tentang berbagai dokumen- 

dokumen, baik itu dokumen yang berkaitan dengan peraturan 

perundang-undangan maupun dokumen yang berkaitan dengan 

masalah-masalah hukum yang sudah ada dan dibukukan. 
37

   

                                                 
36

 Bambang Sunggono, Op. Cit., hlm. 114.  
37

 Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani., Penerapan Teori Hukum pada Penelitian 

Tesis dan Desertasi. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 19.  
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5. Analisis Bahan Hukum   

Menganalisis bahan hukum pada penelitian normatif lebih 

mengutamakan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu analisis 

penggunaan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau mendeskripsikan 

mengenai pokok bahasan untuk mencapai suatu kesimpulan dari setiap 

permasalahan yang ada dalam tulisan ini yaitu mengenai Analisis 

Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Kekerasaan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT).
38

  

6. Penarikan Kesimpulan   

Penarikan kesimpulan yang digunakan didalam penelitian ini 

merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan 

penelitian. Penarikan kesimpulan  pada penelitian ini dilakukan secara 

Induktif yaitu penarikan kesimpulan dilakukan dengan menarik dari 

hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.
39

  

  

                                                 
38

 Zainuddin Ali. Op. Cit. hlm. 177.  
39

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencena Prenada. Jakarta ,2015 hlm. 33.  
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